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Abstract 
Ideally, Islamic law aims to realize substantive justice through the institution of testimony. However, the 
reality shows that the textual understanding of classical fiqh regarding female witnesses still limits 
women's participation, potentially hindering justice, especially in the modern era with its heightened 
awareness of gender equality. This research aims to: (1) explore Ibnu Rusyd's thoughts on testimony in 
Bidāyat al-Mujtahid; (2) examine his istinbath method; (3) reinterpret his ideas for a more gender-
responsive modern fiqh; and (4) identify its implications for religious courts in Indonesia. This library 
research employs a qualitative-philosophical approach using hermeneutic-philosophical analysis. The 
findings reveal that Ibnu Rusyd possesses a unique approach combining textual, contextual, and 
maqashidi analysis. He understands the differing value of testimony sociologically—due to women's lack 
of experience in business transactions in the past—rather than as an essential difference in intellectual 
capacity. This finding contributes to the development of a more just and egalitarian contemporary fiqh and 
encourages reform of procedural law in Indonesian religious courts. 
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Abstrak 
Idealnya, hukum Islam mewujudkan keadilan substantif melalui institusi 
persaksian. Namun realitasnya, pemahaman tekstual fikih klasik tentang saksi 
wanita masih membatasi partisipasi perempuan, sehingga berpotensi menghambat 
keadilan, khususnya di era modern yang sarat kesadaran kesetaraan gender. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengeksplorasi pemikiran Ibnu Rusyd tentang 
saksi dalam Bidāyat al-Mujtahid; (2) mengkaji metode istinbath-nya; (3) 
mereinterpretasi pemikirannya untuk fikih modern yang responsif gender; dan (4) 
mengidentifikasi implikasinya terhadap peradilan agama di Indonesia. Penelitian 
ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-filosofis menggunakan 
analisis hermeneutik-filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd 
memiliki pendekatan unik dengan memadukan analisis tekstual, kontekstual, dan 
maqashidi. Ia memahami perbedaan nilai kesaksian secara sosiologis—akibat 
minimnya pengalaman perempuan dalam transaksi bisnis masa lalu—bukan 
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sebagai perbedaan esensial kapasitas intelektual. Temuan ini berkontribusi pada 
pengembangan fikih kontemporer yang lebih adil dan setara, serta mendorong 
pembaruan hukum acara peradilan agama di Indonesia. 

Kata Kunci: Saksi Wanita, Ibnu Rusyd, Keadilan Substantif, Maqashid Syariah. 
 
 
 

Pendahuluan  
Peradilan merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. 

Dalam prosesnya, saksi memegang peran penting karena keterangannya menjadi dasar bagi 
hakim untuk mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara. Saksi memberikan 
kesaksian langsung atas peristiwa yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri, sehingga 
menjadi instrumen pembuktian yang sah dan mengikat. Tanpa keterangan saksi yang 
kredibel, sulit bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan substantif (Zaidun, 
2007). Dalam hukum Islam, persaksian juga mendapat perhatian besar. Al-Qur'an dan 
Hadis mengatur berbagai aspek kesaksian, baik dalam perkara muamalah, pidana, maupun 
perdata. Para ulama klasik telah lama membahas syarat, jumlah, dan kedudukan saksi. Salah 
satu isu yang terus berkembang hingga kini adalah kedudukan saksi wanita, terutama 
apakah kesaksiannya setara dengan laki-laki dan bagaimana ketentuan jumlahnya (Basiq 
Djalil, 2012). 

Ibnu Rusyd (1126–1198 M), dikenal di Barat sebagai Averroes, adalah intelektual 
Muslim terkemuka dari Cordoba, Andalusia. Ia tidak hanya dikenal sebagai filosof besar 
yang mengomentari karya Aristoteles, tetapi juga sebagai ahli fikih dan hakim (qadhi) di 
Sevilla dan Cordoba. Kombinasi antara praktik hukum dan pemikiran filsafat memberinya 
pendekatan yang unik dalam memahami syariat. Dalam kitab monumentalnya, Bidayat al-
Mujtahid, ia tidak hanya memaparkan berbagai pendapat mazhab, tetapi juga melakukan 
analisis kritis dengan menekankan rasionalitas dan tujuan hukum (maqashid al-syari’ah). 
Pendekatan inilah yang membedakannya dari banyak fuqaha lain dan membuat 
pemikirannya tetap relevan hingga kini. Dalam pembahasan tentang saksi wanita, Ibnu 
Rusyd menawarkan kerangka berpikir yang tidak sekadar tekstual. Ia menyadari bahwa 
perbedaan pendapat mengenai nilai kesaksian perempuan, yang sering dipahami sebagai 
setengah dari laki-laki, bersumber dari penafsiran terhadap Surah Al-Baqarah ayat 282 serta 
hadits tentang akal perempuan. Namun, dengan pendekatan maqashid, ia menekankan 
bahwa hukum seharusnya bertujuan mewujudkan keadilan, bukan mempertahankan 
ketimpangan. Ia membuka peluang untuk mempertimbangkan kapasitas individual dan 
rasionalitas, yang menjadi landasan penting bagi upaya reinterpretasi di era modern. 

Idealnya, dalam perspektif maqashid syariah, hukum persaksian dirancang untuk 
mencapai keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan. Syariat Islam menempatkan saksi 
sebagai instrumen untuk mengungkap fakta, melindungi hak-hak pihak yang berperkara, 
dan mencegah kezaliman. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi fokus utama adalah 
kualitas kesaksian, yaitu kejujuran, ketepatan, dan kredibilitas saksi, terlepas dari apakah 
saksi tersebut laki-laki atau perempuan. Kemajuan pendidikan dan kesetaraan akses 
terhadap pengetahuan, perempuan modern memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki 
dalam memahami dan memberikan kesaksian tentang berbagai persoalan, termasuk 
persoalan ekonomi dan hukum (Jimly Asshiddiqie, 2010). Idealnya, hukum positif di 
negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, perlu mengakomodasi realitas ini dengan 
memberikan kedudukan yang setara bagi kesaksian laki-laki dan perempuan.  
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Namun realitasnya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealitas 
maqashid dan praktik pemahaman fikih klasik yang seringkali diterapkan secara tekstual 
tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial. Dalam praktik peradilan di beberapa 
negara Muslim, termasuk di pengadilan agama di Indonesia, masih terdapat perdebatan 
tentang kekuatan pembuktian kesaksian wanita, terutama dalam perkara-perkara tertentu. 
Sebagian kalangan masih berpegang teguh pada pendapat klasik yang membedakan nilai 
kesaksian berdasarkan gender, tanpa melakukan reinterpretasi yang memadai terhadap dalil-
dalil yang ada. Akibatnya, hak-hak perempuan dalam proses peradilan seringkali tidak 
terakomodasi secara optimal, dan kontribusi mereka sebagai warga negara yang setara 
dalam menegakkan keadilan menjadi terhambat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam 
pemikiran Ibnu Rusyd tentang kedudukan saksi dalam peradilan, khususnya yang tertuang 
dalam karya monumentalnya Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid. Kedua, untuk 
mengkaji metode istinbath dan pendekatan rasional-filosofis yang digunakan Ibnu Rusyd 
dalam memahami dalil-dalil tentang persaksian, termasuk dalam konteks kesaksian 
wanita. Ketiga, untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemikiran Ibnu Rusyd tentang 
saksi wanita dan merumuskan kerangka fikih modern yang lebih responsif terhadap 
kesetaraan gender dalam sistem peradilan. Keempat, untuk mengidentifikasi implikasi dari 
reinterpretasi ini terhadap praktik peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan 
peradilan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya 
pemahaman terhadap pemikiran Ibnu Rusyd, khususnya yang tertuang dalam Bidayat al-
Mujtahid, tentang teori kesaksian (syahadah). 

 
 

Literature Review  
Kajian mengenai kedudukan saksi dalam peradilan menurut perspektif Islam, 

khususnya tentang kesaksian wanita, bukanlah kajian yang benar-benar baru. Akhmad Wafi, 
Almejiem Aditya Wijaya, Muhammad Noor Ridani, Budi Rahmat Hakim, dan Muhammad 
Haris dalam karya yang berjudul; "Reaktualisasi Persyaratan Perempuan Menjadi Saksi Perkara 
Perdata Dalam Fikih Klasik Dan Korelasinya Pada Hukum Modern," telah membahas dengan 
pendekatan hukum normatif yang komprehensif tentang perlunya reaktualisasi pemahaman 
terhadap konsep saksi perempuan dalam perkara perdata. Penelitian ini menganalisis 
argumen-argumen yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang relevan, serta 
menambahkan pemikiran dan literatur dari para ulama untuk mendapatkan pemahaman 
yang lebih baik tentang progresivitas hukum Islam seiring dengan perkembangan zaman 
(Jurnal Al-Istinbath, 2023). Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
pendekatan modernisasi yang mempengaruhi kebaruan hukum (legal novelty) menjelaskan 
bahwa hukum Islam selalu memiliki kesesuaian di setiap waktu dan tempat. Peneliti 
sebelumnya lebih bersifat deskriptif-normatif dan cenderung melakukan kajian umum 
tentang reaktualisasi saksi perempuan dalam perkara perdata tanpa menunjuk secara 
spesifik pada pemikiran seorang tokoh. 

Rakhmawati dalam disertasi doktoralnya yang berjudul; "Peran Perempuan di Ruang 
Domestik dan Publik, Kajian terhadap Pergeseran Norma-norma Hukum dalam Islam," (UIN Ar-
Raniry, 2024), telah membahas dengan pendekatan kualitatif deskriptif-normatif yang 
menggabungkan analisis hukum Islam dan fenomenologi sosial. Penelitian ini berangkat 
dari adanya fenomena disparitas dan bias gender dalam kehidupan sosial masyarakat, 
terutama fikih klasik yang mendomestikasikan perempuan yang kemudian diamini dan 
dilestarikan oleh budaya patriarki. Temuan kunci dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
reinterpretasi secara kontekstual terhadap setiap dalil yang bias gender mutlak dilakukan 
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dengan mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama. 
Persamaan antara karya Rakhmawati dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

menekankan maqāṣid al-syarī'ah sebagai jembatan antara nilai wahyu dan pertimbangan 
rasional/kontekstual dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks klasik, khususnya 
yang berkaitan dengan relasi gender. Perbedaan signifikan terletak pada fokus dan cakupan 
penelitian.  

Kanz Luzman Ibrahim dalam karyanya yang berjudul "Status Hukum Saksi 
Perempuan Dalam Penetapan Pengadilan Agama" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 
telah membahas dengan pendekatan sosio-legal yang mengintegrasikan analisis yuridis 
dengan teori hukum feminis (feminist legal theory). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
bagaimana hakim dalam memutuskan perkara, khususnya terkait status perempuan sebagai 
saksi, dengan membandingkan dua penetapan pengadilan agama yang berbeda, yaitu 
Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.TDN (Tanjung Pandan) dan Penetapan Nomor 
8/Pdt.P/2011/PA. Smd (Samarinda). Persamaan karya Ibrahim dengan penelitian penulis 
sangat kuat dalam hal pengakuan pada nilai hermeneutik yang menggabungkan pemahaman 
sejarah dan norma dalam menilai kembali produk fikih klasik tentang saksi wanita. 
Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan. Ibrahim berfokus pada aspek praktik 
peradilan (analisis putusan) dengan menggunakan teori hukum feminis sebagai pisau 
analisis.  

Berdasarkan tinjauan terhadap ketiga karya terdahulu di atas, teridentifikasi dengan 
jelas beberapa research gap yang menjadi justifikasi akademis bagi penelitian yang penulis 
lakukan: Pertama, gap pada fokus kajian tokoh. Ketiga penelitian terdahulu tidak ada yang 
secara spesifik dan mendalam mengkaji pemikiran Ibnu Rusyd tentang kedudukan saksi 
dalam peradilan. Wafi dkk. melakukan kajian umum tentang reaktualisasi saksi perempuan 
tanpa menunjuk tokoh tertentu. Rakhmawati melakukan kajian tematik luas tentang peran 
publik perempuan. Ibrahim melakukan studi kasus pada putusan pengadilan. Sementara itu, 
penelitian penulis secara khusus memfokuskan pada pemikiran Ibnu Rusyd yang tertuang 

dalam karya monumentalnya Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid, sebuah kitab 
perbandingan mazhab yang sangat otoritatif dan kaya dengan analisis kritis terhadap dalil-
dalil hukum.  

 
 

Metode  
Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (library research) dengan 

pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis konseptual dan filosofis 
terhadap pemikiran Ibnu Rusyd tentang kedudukan saksi dalam peradilan, khususnya yang 
berkaitan dengan kesaksian wanita. Metodologi yang digunakan adalah analisis 
hermeneutik-filosofis, yakni menafsirkan teks dan pemikiran tokoh secara mendalam untuk 
memahami struktur epistemologis, ontologis, dan aksiologis yang melandasi gagasan 
mereka tentang persaksian. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menggambarkan 
pemikiran Ibnu Rusyd secara deskriptif, tetapi juga mengkaji makna filosofis di balik 
konsep persaksian dalam kerangka hukum Islam, serta mengeksplorasi kemungkinan 
reinterpretasi yang relevan dengan konteks fikih modern, khususnya dalam isu kesetaraan 
gender dan keadilan prosedural. 

Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya utama Ibnu Rusyd yang menjadi 

objek kajian, yaitu "Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid. Beberapa sumber 
sekunder penting antara lain karya-karya tentang Ibnu Rusyd seperti tulisan Majid Fakhry, 
Oliver Leaman, dan penelitian-penelitian kontemporer tentang reinterpretasi fikih gender. 

Literatur tentang metodologi ijtihad, maqāṣid al-syarī'ah, dan teori-teori hermeneutika juga 
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akan digunakan untuk memperkaya analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi 
dokumentasi dengan menelusuri dan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang 
relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: 
(1) identifikasi karya-karya primer Ibnu Rusyd dan terjemahannya yang otoritatif; (2) 
inventarisasi literatur sekunder melalui database jurnal akademik seperti Google Scholar, 
Scopus, Sinta, dan platform perpustakaan digital; (3) seleksi dan klasifikasi sumber 
berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian; dan (4) dokumentasi sistematis dengan 
menggunakan aplikasi manajemen referensi (seperti Mendeley atau Zotero) untuk 
memudahkan penelusuran dan sitasi. 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi, interpretasi, dan 
sintesis konsep. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data-data yang 
relevan dengan rumusan masalah, khususnya bagian-bagian dari Bidāyat al-Mujtahid yang 
membahas tentang persaksian dan kedudukan saksi wanita, serta literatur sekunder yang 
membahas pemikiran Ibnu Rusyd secara umum. Kedua, interpretasi hermeneutik-filosofis, 
yaitu menafsirkan teks secara mendalam untuk memahami: (a) struktur epistemologis 
(bagaimana Ibnu Rusyd memahami sumber-sumber hukum terkait persaksian), (b) struktur 
ontologis (bagaimana ia memandang realitas sosial dan relasi gender dalam konteks 
persaksian), dan (c) struktur aksiologis (nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi 
tujuan persaksian). 

 

 

Pengertian Tentang Saksi dan Kedudukannya dalam Peradilan Islam 
Kajian tentang saksi (syāhid atau syahīd) dalam hukum Islam merupakan salah satu 

tema sentral dalam diskursus peradilan Islam yang tidak dapat dipisahkan dari epistemologi 
hukum Islam secara umum. Sebagaimana diketahui, epistemologi hukum Islam membahas 
bagaimana sumber-sumber pengetahuan hukum (syariah) dapat dipahami, diinterpretasikan, 
dan diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks persaksian, pemahaman 
tentang siapa yang dapat menjadi saksi, bagaimana nilai kesaksiannya, dan bagaimana 
kedudukannya dalam proses pembuktian, sangat dipengaruhi oleh cara para ulama 
memahami sumber-sumber hukum utama: al-Qur'an dan Sunnah (wahyu/naql), serta peran 
akal ('aql) dalam menginterpretasikan keduanya. Relasi antara wahyu dan akal menjadi inti 
dari epistemologi hukum Islam karena di sinilah ditentukan batasan antara kebenaran yang 
bersifat ilahiah dan interpretasi yang bersifat manusiawi, termasuk dalam merumuskan 
ketentuan tentang persaksian (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). 

Dari segi historis, pembahasan tentang saksi dan kedudukannya dalam peradilan 
Islam mulai mendapatkan bentuk sistematis seiring dengan perkembangan ilmu fikih dan 
ushul fikih pada masa pasca-kodifikasi hadis, dan berkembang pesat pada era Abbasiyah. 
Periode ini ditandai dengan tumbuhnya ilmu kalam, filsafat, dan ushul fiqh sebagai disiplin 
yang mencoba merumuskan prinsip rasional dalam memahami teks-teks wahyu, termasuk 
teks-teks tentang persaksian. Para ulama kala itu berusaha menjawab pertanyaan mendasar, 
seperti apakah akal memiliki otoritas untuk menetapkan syarat-syarat saksi ketika wahyu 
tidak memberikan petunjuk eksplisit? Apakah perbedaan nilai kesaksian antara laki-laki dan 
perempuan bersifat absolut atau dapat berubah sesuai konteks. Dari sinilah muncul 
berbagai pendapat tentang kedudukan saksi yang terus berkembang hingga saat ini. 

Secara etimologis, kata syāhid (saksi) dalam bahasa Arab berasal dari akar 
kata syahida yang berarti hadir, menyaksikan, atau mengetahui. Kata ini memiliki konotasi 
kehadiran fisik dan pengetahuan langsung tentang suatu peristiwa. Dalam al-Qur'an, 
kata syahīd (dalam bentuk mufrad) atau syuhūd (bentuk jamak) digunakan dalam berbagai 
konteks, baik untuk menunjukkan kehadiran fisik, kesaksian di pengadilan, maupun 
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kesaksian di akhirat (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005). Dari akar kata yang sama juga 
lahir istilah syahādatain (dua kalimat syahadat) yang menunjukkan pengakuan iman 
seseorang, yang pada hakikatnya juga merupakan "kesaksian" bahwa tiada Tuhan selain 
Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. 

Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan saksi dengan beberapa 

rumusan yang berbeda namun pada intinya sama. Imam al-Māwardī dalam kitabnya al-Ḥāwī 
al-Kabīr mendefinisikan saksi sebagai "orang yang memberitakan tentang hak orang lain 
berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya secara langsung. Definisi ini menekankan dua 
unsur penting: pertama, pemberitaan (ikhbār) tentang suatu hak, dan kedua, pengetahuan 
langsung ('ilm) yang diperoleh melalui penginderaan (melihat atau mendengar sendiri). 

Sementara itu, Imam al-Sarakhsī dari mazhab Hanafi dalam al-Mabsūṭ mendefinisikan saksi 
sebagai "kabar yang pasti (khabar yaqīn) yang dengannya dapat ditetapkan suatu hak di 
hadapan hakim (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996). Definisi ini menekankan aspek 
kepastian dan kekuatan pembuktian kesaksian di pengadilan.  

Ibnu Rusyd sendiri dalam Bidāyat al-Mujtahid tidak memberikan definisi khusus 
tentang saksi secara eksplisit, namun dari pembahasannya dapat dipahami bahwa saksi 
menurutnya adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yakin 
tentang suatu peristiwa untuk menegakkan keadilan di pengadilan. Ia lebih fokus pada 
pembahasan syarat-syarat saksi, jumlah saksi, dan perbedaan pendapat ulama tentang 
kesaksian wanita. Pendekatan Ibnu Rusyd ini sangat khas, yaitu tidak terjebak pada 
perdebatan definisi yang bersifat formal, tetapi langsung pada substansi dan implikasi 
praktis dari persaksian dalam proses peradilan. Dasar hukum pensyariatan persaksian dalam 
Islam sangat kuat, baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Al-Qur'an secara eksplisit 
memerintahkan untuk menegakkan persaksian dengan jujur dan adil dalam beberapa ayat. 
Ayat yang paling terkenal adalah Q.S. Al-Baqarah: 282, yang dikenal sebagai "ayat utang-
piutang" atau "ayat terpanjang dalam al-Qur'an.” 

 

تُماْ إِذَا آمَنُوا الَّذِيناَ أيَ ُّهَا ياَ نَكُماْ وَلْيَكْتُباْ ا افاَكْتُ بُوهاُ مُسَمًّى أَجَل ا إِلَىا بِدَيْن ا تَدَايَ ن ْ  وَلَا ا بِِلْعَدْلاِ كَاتِب ا بَ ي ْ
 مِنْهاُ يَ بْخَساْ وَلَا رَبَّهاُ اللَّّاَ وَلْيَ تَّقاِ الَْْقُّا عَلَيْهاِ الَّذِيا وَلْيُمْلِلاِ فَ لْيَكْتُباْ ا اللَّّاُ عَلَّمَهاُ كَمَا يَكْتُباَ أَناْ كَاتِب ا يََْباَ
ئًا  ا بِِلْعَدْلاِ وَليُِّهاُ فَ لْيُمْلِلاْ هُواَ يُُِلَّا أَناْ يَسْتَطِيعاُ لَا أوَاْ ضَعِيفًا أوَاْ سَفِيهًا الَْْقُّا عَلَيْهاِ الَّذِي كَاناَ فإَِناْ ا شَي ْ

 تَضِلَّا أَناْ الشُّهَدَاءاِ مِناَ تَ رْضَوْناَ مَِّناْ وَامْرأَتَََناِ فَ رَجُل ا رَجُلَيْاِ يَكُوناَ لاَْ فإَِناْ اۖرجَِالِكُماْ مِناْ شَهِيدَيْناِ وَاسْتَشْهِدُواا
راَ إِحْدَاهُُاَ  إِلَىا كَبِيراً أوَاْ صَغِيراً تَكْتُ بُوهاُ أَناْ تَسْأمَُوا وَلَا ا دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءاُ يََْباَ وَلَا ا الُْْخْرَىىا إِحْدَاهُُاَ فَ تُذكَِ 

لِكُماْ ا أَجَلِهاِ نَكُماْ تُدِيرُونََاَ حَاضِرةَاً تَِِارةَاً تَكُوناَ أَناْ إِلَّا اۖتَ رْتََبوُا أَلَّا وَأدَْنَىا للِشَّهَادَةاِ وَأقَْ وَماُ اللَّّاِ عِنْداَ أقَْسَطاُ ذىَ  بَ ي ْ
 فُسُوق ا فإَِنَّهاُ تَ فْعَلُوا وَإِناْ ا شَهِيد ا وَلَا كَاتِب ا يُضَارَّا وَلَا ا تَ بَايَ عْتُماْ إِذَا وَأَشْهِدُوا اۗتَكْتُ بُوهَا أَلَّا جُنَاح ا عَلَيْكُماْ فَ لَيْساَ
عَلِيم ا شَيْء ا بِكُل اِ وَاللَّّاُ ااۗاللَّّاُ وَيُ عَلِ مُكُماُ اۖاللَّّاَ وَات َّقُواا اۗبِكُماْ  

 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu 
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara 
kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana 
Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang 
itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
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mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, 
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di 
sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 
saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
 
Adapun dalam hadis, banyak riwayat yang membahas tentang persaksian. Salah satu 

hadis yang sering dikutip dalam pembahasan saksi wanita adalah hadis riwayat al-Bukhārī 
dan Muslim tentang kesaksian wanita yang dinilai setengah dari laki-laki. Dalam hadis 
tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Bukankah kesaksian wanita itu setengah dari 
kesaksian laki-laki?" Para wanita menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Itu karena 
kurangnya akal wanita" (H.R. al-Bukhārī dan Muslim). Hadis ini menjadi kontroversial di 
kalangan pemikir modern karena terkesan merendahkan kapasitas intelektual perempuan. 
Para ulama klasik umumnya memahami hadis ini secara tekstual, sementara ulama 
kontemporer melakukan pembacaan ulang dengan mempertimbangkan konteks sosio-
historis dan tujuan syariah. Ibnu Rusyd sendiri, meskipun hidup di abad ke-12, telah 
menunjukkan sikap kritis terhadap pemahaman tekstual semata. Ia cenderung memahami 
perbedaan kesaksian ini dalam kerangka sosiologis, bukan biologis atau esensial. 

Dalam sistem hukum Islam, saksi menempati posisi yang sangat sentral dan 
strategis. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling utama, bersama dengan 
pengakuan (iqrār), sumpah (yamīn), dan petunjuk (qarīnah). Dalam beberapa jenis perkara, 
seperti zina, persaksian menjadi satu-satunya alat bukti yang dapat menjatuhkan hukuman. 
Bahkan dalam kasus zina, diperlukan empat orang saksi laki-laki yang adil, yang melihat 
secara langsung perbuatan tersebut. Jika tidak dapat menghadirkan empat saksi, maka 
tuduhan zina tidak dapat dibuktikan dan penuduh justru dapat dihukum karena menuduh 
zina tanpa bukti (qadzaf). 

Kedudukan saksi yang begitu penting ini mencerminkan prinsip kehati-hatian 
(ihtiyāth) dalam hukum Islam, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut nyawa, 
kehormatan, dan hak-hak fundamental manusia. Dengan menetapkan persyaratan yang 
ketat untuk saksi, syariat ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum atau 
haknya dicabut hanya berdasarkan tuduhan atau kesaksian yang lemah. Prinsip ini sejalan 

dengan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal 

(ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), harta (ḥifẓ al-māl), dan agama (ḥifẓ al-dīn). 
Dalam praktik peradilan, kesaksian harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat 

diterima. Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) saksi harus beragama Islam (menurut jumhur 
ulama, ada perbedaan pendapat tentang kesaksian non-Muslim), (2) baligh (dewasa), (3) 
berakal sehat, (4) merdeka (bukan budak, dalam konteks klasik), (5) adil (memiliki integritas 
moral), dan (6) tidak memiliki hubungan keluarga yang terlalu dekat dengan pihak yang 
berperkara. Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada pengetahuan langsung ('ilm al-
yaqīn), bukan pada dugaan atau informasi dari orang lain. 
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Ibnu Rusyd dalam Bidāyat al-Mujtahid membahas secara rinci syarat-syarat ini dan 
menunjukkan titik-titik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Misalnya, tentang syarat 
Islam, ia memaparkan pendapat yang menerima kesaksian non-Muslim dalam kondisi 
tertentu (seperti dalam perjalanan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Mā'idah: 106) dan 
pendapat yang menolaknya secara mutlak. Tentang syarat adil, ia menjelaskan perbedaan 
pendapat tentang apa yang dimaksud dengan adil dan bagaimana cara membuktikan 
keadilan seseorang (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005). Analisis komparatif ini menunjukkan 
bahwa ketentuan tentang saksi bukanlah sesuatu yang monolitik, melainkan terbuka untuk 
berbagai interpretasi. 

Salah satu aspek paling menarik dalam pembahasan saksi adalah perbedaan 
pendapat tentang kesaksian wanita. Perbedaan ini tidak hanya terjadi antar mazhab, tetapi 
juga di dalam mazhab itu sendiri. Ibnu Rusyd dalam Bidāyat al-Mujtahid memetakan 
perbedaan ini dengan sangat sistematis: Pertama, tentang jenis perkara di mana kesaksian 
wanita diterima. Jumhur ulama berpendapat bahwa kesaksian wanita tidak diterima dalam 
perkara hudud dan qishash (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1954). Namun mereka berbeda pendapat 
tentang perkara selain itu. Ulama Malikiyyah menerima kesaksian wanita sendirian dalam 
perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki, seperti persusuan, kelahiran, dan aib-
aib wanita. Ulama Hanafiyyah menerima kesaksian wanita dalam masalah harta dan semua 
perkara selain hudud, termasuk talak, nikah, dan rujuk. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah 
membedakan antara perkara harta dan non-harta; dalam perkara harta mereka menerima 
kesaksian satu laki-laki dan dua perempuan, tetapi dalam perkara non-harta (seperti nikah 
dan talak) mereka hanya menerima kesaksian laki-laki. 

Kedua, tentang jumlah saksi wanita. Dalam perkara yang memerlukan dua saksi, 
jumhur ulama berpendapat bahwa jika saksinya wanita, maka diperlukan dua orang wanita 
sebagai pengganti satu saksi laki-laki. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah: 282 
yang menyebutkan "seorang laki-laki dan dua orang perempuan". Namun sebagian ulama, 
seperti Ibnu Hazm al-Zhāhirī, berpendapat bahwa kesaksian wanita bisa diterima sendirian 
dalam semua perkara, sama seperti laki-laki, jika mereka memenuhi syarat keadilan. 
Pendapat ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan 
persaksian, tanpa membedakan jenis kelamin. 

Ketiga, tentang alasan perbedaan nilai kesaksian. Jumhur ulama menjelaskan 
perbedaan ini berdasarkan hadis tentang "kekurangan akal wanita". Ulama rasionalis seperti 
Ibnu Rusyd cenderung menjelaskannya secara sosiologis: pada masa itu, wanita Arab jarang 
terlibat dalam transaksi bisnis sehingga kurang pengalaman, yang berpotensi menyebabkan 
kelupaan. Alasan ini bersifat 'illah (causa legalis) yang dapat berubah jika kondisi sosial 
berubah (Beirut: Dār al-Fikr, 1988). Ibnu Rusyd juga mengkritisi beberapa hadis yang 
digunakan untuk membedakan kesaksian wanita, dengan menunjukkan kelemahan sanad 
atau perlunya pemahaman kontekstual. 

Pemetaan perbedaan pendapat ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa isu 
saksi wanita bukanlah masalah yang telah final. Ada ruang yang cukup luas untuk 
melakukan ijtihad baru dengan mempertimbangkan perubahan konteks sosial, kemajuan 
pendidikan perempuan, dan tujuan syariah yang lebih fundamental, yaitu menegakkan 
keadilan (Kairo: Dār al-Rayyān, 1987). Ibnu Rusyd, dengan pendekatan rasional-kritisnya, 
memberikan landasan metodologis yang kokoh untuk ijtihad semacam ini. 
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Cara Mengadili Menurut Ibnu Rusyd (Analisisnya dengan Hukum Positif di 
Indonesia) 

Pembahasan tentang cara mengadili menurut Ibnu Rusyd tidak dapat dilepaskan 
dari krisis epistemologis yang dihadapi hukum Islam dalam merespons modernitas. Krisis 
ini menempati posisi penting dalam kajian pemikiran keislaman modern karena menyentuh 
persoalan mendasar mengenai sumber, metode, dan legitimasi pengetahuan hukum, 
termasuk dalam bidang peradilan. Sistem hukum Islam yang awalnya berakar pada kesatuan 
antara wahyu dan akal kini menghadapi guncangan besar akibat perubahan pola berpikir 
manusia modern. Dunia modern yang plural, sekuler, dan rasional menuntut semua sistem 
nilai agar dapat diuji secara empiris dan logis. Dalam konteks tersebut, paradigma hukum 
Islam klasik yang menekankan otoritas wahyu menghadapi tantangan serius dari rasionalitas 
saintifik dan sistem hukum nasional yang bersifat human-centered. Ketegangan epistemik 
ini memunculkan pertanyaan apakah hukum Islam masih mampu mempertahankan 
relevansinya sebagai sistem normatif yang universal, khususnya dalam praktik peradilan di 
negara-negara Muslim seperti Indonesia. 

Modernisasi membawa dampak luas terhadap cara pandang terhadap sumber 
kebenaran, termasuk dalam proses peradilan. Rasionalitas empiris yang menjadi fondasi 
ilmu pengetahuan modern menuntut semua bentuk pengetahuan, termasuk hukum agama, 
agar dapat diuji secara objektif (Kuswandi & Ofianto, 2023). Dalam kerangka ini, hukum 
Islam yang bersumber pada teks wahyu menghadapi tekanan metodologis untuk 
membuktikan relevansinya melalui pendekatan rasional dan kontekstual. Banyak konsep 
hukum Islam yang sebelumnya dianggap absolut, termasuk tentang cara mengadili dan 
kedudukan saksi, kini dipertanyakan validitasnya di tengah masyarakat yang menuntut 
prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, dan kebebasan berpikir. Paradigma lama yang 
menolak reinterpretasi mulai dipertanyakan, terutama dalam menjawab isu-isu seperti 
kesetaraan gender dalam persaksian, pluralitas hukum, dan etika global. 

Ibnu Rusyd tidak menulis karya khusus tentang hukum acara peradilan secara 
terpisah, namun pemikirannya tentang cara mengadili dapat ditelusuri dari pembahasannya 

dalam Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid, khususnya dalam bab al-

Aqḍiyah (peradilan) dan al-Syahādāt (persaksian). Dalam kitab tersebut, Ibnu Rusyd 
menguraikan secara komparatif pendapat para imam mazhab tentang berbagai aspek 
peradilan, disertai analisis kritis terhadap dalil-dalil yang digunakan. Dari uraiannya, dapat 
disimpulkan beberapa prinsip dasar peradilan menurut Ibnu Rusyd: Pertama, prinsip 
keadilan substantif. Bagi Ibnu Rusyd, tujuan utama peradilan adalah menegakkan keadilan, 
bukan sekadar menjalankan prosedur formal. Ia menekankan bahwa hakim harus berusaha 
sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran materiil, bukan hanya kebenaran formal 
berdasarkan alat bukti yang terbatas. Dalam konteks persaksian, misalnya, ia membuka 
ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi 
kredibilitas saksi, tidak hanya terpaku pada syarat-syarat formal seperti jenis kelamin. 
Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah yang menempatkan keadilan sebagai nilai 
universal. 

Kedua, prinsip ijtihad dan tanggung jawab hakim. Ibnu Rusyd menegaskan bahwa 
hakim berkewajiban untuk berijtihad dalam memutus perkara, terutama ketika menghadapi 
persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Ia mengkritik hakim yang hanya 
meniru pendapat ulama tertentu tanpa memahami dalil dan 'illat hukumnya. Menurutnya, 
taqlid dalam peradilan dapat menyebabkan ketidakadilan karena setiap kasus memiliki 
kekhususan yang mungkin tidak terakomodasi oleh pendapat umum. Oleh karena itu, 
hakim harus memiliki kapasitas keilmuan yang memadai untuk melakukan ijtihad. 
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Ketiga, prinsip keseimbangan antara tekad dan konteks. Sebagai seorang filosof, 
Ibnu Rusyd sangat sadar akan pentingnya memahami teks dalam konteksnya. Ia tidak 
terjebak pada literalisme tekstual, tetapi juga tidak melepaskan diri dari otoritas teks. Dalam 
memahami dalil-dalil tentang peradilan, ia selalu berusaha menangkap 'illat (alasan hukum) 
di balik teks, sehingga hukum dapat diterapkan secara tepat dalam berbagai konteks yang 
berbeda. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi krisis epistemologis yang dihadapi 
hukum Islam modern, di mana terjadi ketegangan antara pendekatan tekstual yang kaku 
dan pendekatan rasional yang terlalu bebas. 

Dalam konteks persaksian, misalnya, Ibnu Rusyd memaparkan perbedaan pendapat 
tentang kesaksian wanita, kemudian menganalisis dalil masing-masing. Ia menunjukkan 
bahwa dalil yang digunakan jumhur ulama (Q.S. al-Baqarah: 282 dan hadis tentang 
kekurangan akal wanita) perlu dipahami secara kontekstual. Ayat tentang utang-piutang, 
menurutnya, berbicara dalam konteks transaksi bisnis yang pada masa itu jarang melibatkan 
wanita. Adapun hadis tentang kekurangan akal, ia cenderung memahaminya sebagai 
kekurangan pengalaman, bukan kekurangan esensial dalam kapasitas intelektual. Analisis 
semacam ini membuka ruang untuk reinterpretasi ketika konteks sosial telah berubah. 

Metodologi Ibnu Rusyd ini sangat relevan dengan upaya rekonstruksi epistemologi 
hukum Islam yang dituntut oleh modernitas. Sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir 
kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, dan Nasr Hamid Abu Zayd, 
pembaruan hukum Islam membutuhkan pendekatan hermeneutik yang dinamis, yang 
mampu membaca teks dalam konteks historis pewahyuan sekaligus mengaktualisasikan 
pesan moralnya ke dalam konteks kontemporer (Zahra et al., 2024). Konsep double 
movement Fazlur Rahman, misalnya, sangat sejalan dengan metodologi Ibnu Rusyd yang 
selalu berusaha menangkap 'illah dan tujuan syariah di balik teks. 

Analisis Perbandingan dengan Hukum Positif di Indonesia Sistem Peradilan Agama 
di Indonesia: Antara Fikih dan Hukum Nasional sebagai negara dengan penduduk Muslim 
terbesar di dunia mengadopsi sistem hukum yang unik, di mana hukum Islam diakui dan 
diterapkan secara terbatas melalui peradilan agama. Dualisme sistem hukum ini 
mencerminkan ketegangan epistemologis antara hukum Islam klasik yang bersumber pada 
wahyu dan hukum nasional yang bersumber pada kesepakatan sosial dan rasionalitas 
modern. Dalam konteks persaksian, misalnya, hukum acara peradilan agama di Indonesia 
mengadopsi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) yang 
pada dasarnya berasal dari hukum Belanda, dengan beberapa penyesuaian untuk 
mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam. 

Sekularisasi turut memperdalam krisis epistemologis yang dihadapi peradilan agama 
di Indonesia. Dalam pandangan sekuler, hukum merupakan hasil kesepakatan sosial 
manusia yang otonom, tanpa keterikatan pada sumber transenden. Prinsip ini bertentangan 
dengan pandangan Islam yang menempatkan hukum sebagai manifestasi kehendak Tuhan 
(Destilawati et al., 2023). Pergeseran paradigma ini menyebabkan dilema bagi hakim 
peradilan agama: di satu sisi mereka harus memutus perkara berdasarkan hukum Islam, di 
sisi lain mereka terikat pada hukum acara dan sistem hukum nasional yang bersumber dari 
tradisi Barat. Dualisme ini memunculkan ketidakharmonisan epistemik yang mengaburkan 
posisi hukum Islam sebagai sistem yang menyatukan dimensi spiritual, moral, dan sosial. 

Pemikiran Ibnu Rusyd tentang cara mengadili menawarkan alternatif metodologis 
yang dapat menjembatani ketegangan antara hukum Islam klasik dan hukum positif 
modern. Beberapa aspek pemikirannya yang relevan dengan konteks Indonesia antara lain: 

Pertama, pendekatan kontekstual dalam memahami teks. Ibnu Rusyd mengajarkan 
bahwa teks harus dipahami dengan mempertimbangkan 'illat dan konteks sosialnya. 
Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi kecenderungan tekstualisme yang kaku di 
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kalangan sebagian hakim peradilan agama. Dalam konteks persaksian wanita, misalnya, 
hakim dapat mempertimbangkan bahwa kondisi sosial telah berubah secara fundamental. 
Perempuan masa kini memiliki akses pendidikan dan pengalaman yang setara dengan laki-
laki, sehingga tidak ada alasan untuk membedakan nilai kesaksian mereka. Pendekatan ini 
sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi 
hukum. 

Kedua, pengakuan terhadap ijtihad hakim. Ibnu Rusyd menekankan pentingnya 
ijtihad hakim dalam memutus perkara, terutama ketika menghadapi persoalan yang tidak 
secara eksplisit diatur dalam nash. Pengakuan ini sejalan dengan sistem hukum Indonesia 
yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menemukan hukum (rechtsvinding) 
berdasarkan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan agama, hakim dapat menggunakan 
ijtihad untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan tuntutan keadilan, selama tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah. 

Ketiga, keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Ibnu Rusyd, sebagai seorang 
filosof yang hidup di abad pertengahan, telah menunjukkan bagaimana seorang Muslim 
dapat setia pada tradisi keilmuan Islam sekaligus terbuka terhadap pemikiran rasional. 
Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi krisis epistemologis yang dihadapi peradilan 
agama di Indonesia, di mana terjadi ketegangan antara mempertahankan tradisi fikih klasik 
dan mengadopsi hukum modern. Dengan mengikuti jejak Ibnu Rusyd, hakim peradilan 
agama dapat mengembangkan interpretasi yang kontekstual tanpa kehilangan akar 
otentisitasnya. 

Salah satu contoh nyata relevansi pemikiran Ibnu Rusyd dapat dilihat dalam 
perbedaan putusan pengadilan agama tentang saksi wanita, sebagaimana diungkap dalam 
penelitian Kanz Luzman Ibrahim (2025). Dalam Penetapan Nomor 
0133/Pdt.P/2019/PA.TDN, Majelis Hakim Tanjung Pandan mengabulkan permohonan 
isbat nikah meskipun salah satu saksi pernikahannya adalah perempuan. Pertimbangan 
hukum majelis hakim menunjukkan pendekatan yang progresif dan kontekstual, sejalan 
dengan metodologi Ibnu Rusyd. Hakim tidak terpaku pada syarat formal dua saksi laki-laki, 
tetapi mempertimbangkan bahwa saksi perempuan tersebut memiliki kredibilitas dan 
pengetahuan langsung tentang peristiwa yang dipersaksikan. 

Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2011/PA. Smd, Majelis Hakim 
Samarinda menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak terpenuhinya syarat dua 
saksi laki-laki. Putusan ini didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap Kompilasi 
Hukum Islam dan pendapat ulama klasik, tanpa mempertimbangkan konteks kekinian dan 
tujuan syariah. Perbedaan kedua putusan ini mencerminkan ketegangan epistemologis yang 
dihadapi peradilan agama di Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya landasan 
metodologis yang kokoh untuk melakukan reinterpretasi. 

Pendekatan Ibnu Rusyd yang memadukan analisis tekstual, kontekstual, dan 
maqashidi dapat menjadi alternatif untuk mengatasi disparitas putusan tersebut. Dengan 
mengikuti metodologi Ibnu Rusyd, hakim dapat melakukan langkah-langkah berikut: (1) 
mengkaji dalil-dalil tekstual tentang persaksian, (2) menganalisis 'illat di balik ketentuan 
tersebut, (3) mempertimbangkan perubahan konteks sosial, dan (4) merumuskan hukum 
yang sesuai dengan tujuan syariah (keadilan) tanpa melanggar prinsip-prinsip fundamental. 
Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mencapai putusan yang adil tanpa kehilangan 
legitimasi syariah. 

Krisis epistemologis yang dihadapi peradilan agama di Indonesia, sebagaimana 
diuraikan di atas, menuntut adanya rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang mampu 
memadukan nilai wahyu dengan realitas modern. Sebagian intelektual Muslim modern 
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berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan tersebut melalui rekonstruksi epistemologi 
hukum Islam. Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, dan Nasr Hamid Abu Zayd, misalnya, 
mengusulkan pendekatan baru yang menempatkan teks dan realitas sosial dalam hubungan 
hermeneutik yang dinamis. Konsep double movement Fazlur Rahman memperlihatkan 
pentingnya membaca teks dalam konteks historis pewahyuan sekaligus mengaktualisasikan 
pesan moralnya ke dalam konteks kontemporer (Zahra et al., 2024). Arkoun menekankan 
perlunya kritik nalar Islam agar dapat menyingkap dimensi rasional dan historis teks 
keagamaan (Hidayati & Zamroni, 2025). Sedangkan Abu Zayd menyoroti aspek linguistik 
dan makna sosial dalam tafsir (Muhammad & Turmudzi, 2022). 

Pemikiran Ibnu Rusyd tentang cara mengadili, dengan metodologi rasional-
kontekstualnya, dapat ditempatkan dalam genealogi pemikiran yang sama dengan para 
pemikir modern tersebut. Ibnu Rusyd telah meletakkan fondasi bagi pendekatan 
hermeneutik dalam hukum Islam, jauh sebelum istilah hermeneutika populer di kalangan 
intelektual Muslim. Oleh karena itu, menggali pemikiran Ibnu Rusyd tidak hanya 
bermanfaat untuk memahami sejarah pemikiran hukum Islam, tetapi juga untuk 
membangun epistemologi peradilan Islam yang responsif terhadap tantangan modernitas. 
Rekonstruksi epistemologi peradilan Islam di Indonesia membutuhkan beberapa langkah 
strategis: 

Pertama, pembaruan metodologi ushul fiqh. Sistem ushul fiqh klasik dibangun pada 
masyarakat homogen yang berbeda dari dunia global saat ini. Diperlukan pendekatan 
interdisipliner yang menggabungkan filsafat, hermeneutika, dan ilmu sosial untuk 
memperkaya metodologi hukum Islam. Metodologi Ibnu Rusyd yang memadukan analisis 
tekstual, kontekstual, dan maqashidi dapat menjadi model bagi pengembangan ushul fiqh 
kontemporer. Kedua, penguatan kapasitas hakim. Ibnu Rusyd menekankan pentingnya 
kapasitas keilmuan hakim untuk melakukan ijtihad. Di era modern, hakim peradilan agama 
tidak hanya perlu menguasai fikih klasik, tetapi juga memahami metodologi interpretasi, 
ilmu sosial, dan perkembangan hukum nasional dan internasional. Pendidikan dan pelatihan 
hakim yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas. 

Ketiga, dialog antara fikih dan hukum nasional. Dualisme sistem hukum di 
Indonesia tidak harus dilihat sebagai sumber konflik, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber kekayaan dan dinamika. Diperlukan dialog yang intensif antara fikih dan hukum 
nasional untuk menemukan titik-titik temu dan sinergi. Pendekatan Ibnu Rusyd yang selalu 
berusaha menemukan keseimbangan antara teks dan konteks dapat menjadi inspirasi bagi 
dialog tersebut. Keempat, penguatan maqashid syariah sebagai paradigma. Salah satu 
kontribusi terpenting Ibnu Rusyd adalah penekanannya pada tujuan syariah (maqashid) 
sebagai landasan interpretasi hukum. Pendekatan maqashidi ini sangat relevan untuk 
mengatasi krisis epistemologis karena memungkinkan hukum Islam untuk tetap fleksibel 
dan adaptif tanpa kehilangan identitasnya. Dengan menjadikan maqashid sebagai 
paradigma, hakim dapat memutus perkara dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal 
Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. 

Pemikiran Ibnu Rusyd tentang cara mengadili menawarkan alternatif metodologis 
yang sangat relevan untuk mengatasi krisis epistemologis yang dihadapi peradilan agama di 
Indonesia. Pendekatannya yang memadukan analisis tekstual, kontekstual, dan maqashidi, 
serta penekanannya pada ijtihad hakim dan keadilan substantif, sejalan dengan upaya 
rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang digagas oleh para pemikir modern. Dalam 
konteks persaksian wanita, pemikiran Ibnu Rusyd membuka ruang untuk reinterpretasi 
yang lebih progresif, dengan mempertimbangkan perubahan konteks sosial dan tujuan 
syariah. Perbedaan putusan pengadilan agama tentang saksi wanita menunjukkan urgensi 
landasan metodologis yang kokoh, yang dapat disediakan oleh pemikiran Ibnu Rusyd. 
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Dengan mengembangkan epistemologi peradilan Islam yang berakar pada tradisi intelektual 
Islam yang kaya namun terbuka terhadap perkembangan modern, diharapkan peradilan 
agama di Indonesia dapat mewujudkan keadilan yang substantif dan responsif terhadap 
tantangan zaman. 

 
 

Kesimpulan 
 Pemikiran Ibnu Rusyd tentang saksi wanita menawarkan solusi metodologis atas 
ketegangan antara ketentuan fikih klasik dan tuntutan kesetaraan gender kontemporer. 
Melalui pendekatan yang memadukan analisis tekstual, kontekstual, dan maqashidi, Ibnu 
Rusyd membedakan antara aspek normatif-tekstual dengan 'illah (alasan hukum) yang 
bersifat sosiologis. Ia memahami perbedaan nilai kesaksian antara laki-laki dan perempuan 
bukan sebagai perbedaan esensial kapasitas intelektual, melainkan konstruksi sosial akibat 
minimnya pengalaman perempuan dalam transaksi bisnis di masa lalu. Ketika kondisi sosial 
telah berubah dengan akses pendidikan dan pengalaman yang setara maka 'illah tersebut 
tidak lagi relevan, sehingga hukumnya pun dapat berubah. Pemikiran ini membuka ruang 
pengakuan kesaksian wanita secara setara sepanjang memenuhi syarat keadilan dan 
kapasitas intelektual. Temuan ini menjawab kesenjangan antara hukum Islam klasik dan 
kebutuhan realitas hukum kontemporer, sekaligus menawarkan model ijtihad kontekstual 
yang dapat diadopsi hakim peradilan agama di Indonesia. Implikasinya, sistem peradilan 
agama dapat berkembang lebih responsif terhadap keadilan dan kesetaraan gender tanpa 
kehilangan akar otentisitasnya, sehingga mampu mewujudkan hukum Islam yang rahmatan 
lil 'alamin di tengah dinamika masyarakat modern. 
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